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BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan mendukung Program Strategis
Nasional Pemerintah Republik Indonesia, khususnya untuk
pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu
dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2011 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 35);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemberian Pengurangan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2013 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian
Pengurangan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 17) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2A

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru
melalui program pemerintah dibidang pertanahan seperti
Proda (Program Daerah Agraria), Prona (Program Nasional
Agraria), Tora (Tanah Objek Reforma Agraria), PTSL
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan
pengurangan pajak tanpa permohonan tertulis dari wajib
pajak dengan besaran 100%.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a angka 2;

b. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan angka 3, huruf b

angka 1, angka 2 angka 5, angka 6 dan angka 9, huruf

(o

c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada huruf b angka 3 dan angka 7; dan

d. Sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b angka 4 dan angka 8; Pasal 2A;

3. Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3A

Wajib pajak dengan kriteria sesuai dengan Pasal 2A dapat
diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) BPHTB lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap objek pajak tanpa permohonan
tertulis dari wajib pajak.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Juni 2m2z

BUPATI BENGKALIS,
ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Jini op 0z

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,
ttd
ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 24

ALDENGAN ASLINYA
BALABAGIAN HUKUM

NIP. 19820706 201001 1 009
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